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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM RANGKA 
MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU SISTEM 
KEUANGAN 

ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-langkah 
Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada 
Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 
4916); UU No. 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 134, TLN No. 6516); PP No. 33 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020 No. 165, TLN No. 6535); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); 
Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada 
Lembaga Penjamin Simpanan yang mengatur mengenai 

a. Laporan Tingkat Likuiditas LPS yang terdiri dari Laporan Berkala Tingkat Likuiditas LPS dan 
Laporan Sewaktu-waktu Tingkat Likuiditas LPS; 

b. Pemberian Pinjaman Kepada LPS, dengan ketentuan bahwa Menteri dapat memberikan 
pinjaman kepada LPS apabila LPS mengalami kesulitan Likuiditas yang membahayakan 
perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19). Diatur pula ketentuan mengenai Permohonan Pinjaman, Penilaian, dan 
Penetapan Keputusan; 

c. Pelaksanaan Pinjaman, yang terdiri dari ketentuan mengenai Penganggaran Dana Pinjaman 
untuk Tahun Anggaran 2020, Penganggaran Dana Pinjaman setelah Tahun Anggaran 2020, dan 
Perjanjian; 

d. Pencairan Pinjaman, yaitu dalam pemberian Dana Pinjaman, Menteri selaku PA BUN 
menunjuk pimpinan unit eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi penerusan pinjaman di 
lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku KPA Penyalur Dana Pinjaman. 
Termasuk diatur pula ketentuan mengenai ketentuan umum pencairan, pemrosesan 
pencairan oleh KPA BUN, pemrosesan pencairan oleh PPK dan PPSPM, dan penggunaan dana 
pinjaman; 

e. Pembayaran Kembali Pinjaman oleh LPS disetorkan ke rekening penerimaan pada rekening 
dana investasi atau rekening lain yang ditetapkan oleh Menteri, dan LPS dapat mengajukan 
usulan percepatan pembayaran kembali pinjaman kepada Menteri; dan 

f. Pertanggungjawaban Pinjaman yang terdiri dari Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi dan 
Penatausahaan. 



CATATAN : - Pemberian pinjaman kepada LPS sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak dapat diberikan 
bersamaan dan/atau pada periode yang sama dengan pemberian pinjaman berdasarkan skema 
pinjaman Pemerintah lainnya. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal                    
20 Juli  2020. 

  - Lampiran halaman 28-35. 

 


